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Bentuk Tiga Pansus, DPRD Yogya Pacu Kinexja Legislasi
8 T NER I S

KR-Ardhi Wahdan

Sidang paripurna pembentukan tiga pansus di DPRD Kota Yogya.

YOGYA (KR) - Tak berselang lama usai
tuntasnya pembahasan produk hukum
mengenai penyelenggaraan pemakaman,
DPRD Kota Yogya langsung membentuk
kepanitiaan khusus (pansus). Tidak tang-
gung-tanggung tiga pansus berhasil diben-
tuk sekaligus dalam sidang paripurna
yang digelar Kamis (25/9). Ini menjadi
salah satu wujud komitmen DPRD Kota
Yogya dalam memacu kinerja legislasi.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan
Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Yogya
Ipung Purwandari, menguraikan legisl
menjadi salah satu ketugasan wajib yang
melekat pada lembaga dewan. “Legislasi
ini meliputi produk hukum. Terutama
berupa peratugan daerah (perda)*yang
menjadi pedoman bagi aparatur dalz
memberikan pelayanan kepada m:
kat. Setiap aspek yang ada di masya
tentunya mengalami dinamika sehingga
dibutuhkan pedoman hukum agar asas ke-
manfaatannya dapat terlindungi,” urainya.

Oleh karena itu, ketiga pembahasan ter-
hadap produk hukum melalui pansus su-
dah diselesaikan, maka pihaknya ber-
harap dapat segera dibentuk pansus baru.
Akan tetapi hal itu juga sangat bergan-
tung dengan targteReqgram Pem-
bentukan Peraturan Daerah (Propem-
perda) yang sudah ditentukan dalam satu
tahun berjalan. Selain itu kesiapan
naskah akademik juga sangat mempenga-
ruhi target pembentukan pansus.
wng dibentuk
tiga regulasi

Sementara tiga pansu
kali ini untuk membah:;
vyakni rancangan peraturan daerah terkaft
rumah susun, rancangan peraturan
daerah terkait pengelolaan kebudayaan,
dan rancangan peraturan DPRD Kota
Yogya terkait kode etik DPRD. Regulasi
terkait rumah susun dinilai cukup mende-

sak untuk menggantikan produk hukum
sebelumnya 2/2016 yang su-
dah dinilai tidak sesuai dengan kondisi
masa kini. Terutama seiring berlakunya
Undang-undang Cipta Kerj E
satunya mengatur perihal per:
Dalam Perda 2/2016 perizinan masih beru-
pa. lzin Mendirikin Basgunan (IMB) se-
dangkan dalam regulasi baru menggu-

rda

nakan konsep Persetujuan Bangunan
Gedung (PBG).

“Kalau ada aturan yang sudah tidak
sesuai dengan regulasi di at , tentu
perlu ada penyesuaian. Ini supaya masya-
rakat scbagai pihak yang menikmati
layanan tidak mengalami keraguan. Ini
ah satu contoh saja mengapa tugas leg-
i cukup penting,” taridas Ipung,
wngkan regulasi terkait penyeleng-
garaan kebudayaan tidak lain karena
karakteristik Kota Yagya sebagai kota bu-
daya. Tidak sedikit kegiatan kebudayaan
yang diselenggarakan oleh masyarakat, di-
tambah  adany dukungan  status
Keistimewaan. Sehingga perlu ada payung
hukum yang jelas supaya pengelolaan ke-
makin kuat dan terarah.

budayaan bis;

Sementara produk hukum mengenai
tata tertib DPRD juga untuk menjawab
tantangan dewasa ini. Terutama ketu-
gasan anggota dewan baik sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan, wakil poli-
tik serta delegasi m akat. Sehingga
dibutuhkan kode etik yang mampu meng-
n ketika di pe-

atur mengenai etika dew
merintahan dan di masy

Ipung menambahkan, ketugasan ketiga
pansus itu pun dibatasi oleh waktu.
Pihaknya ku Bapemperda menarget
maksimal dalam tempo tiga bulan seluruh
tahapan pembahasan sudah bisa diselesai-
kan. (Dhi)-f
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